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Mcngingat 

BUPATI BARJTO UTARA 
PROVINS! KALlMANTAN TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABlIPATEN BARJTO UTARA 

NOMOR J.. TAHUN 2020 

TENTANG 

RUMAH POTONG IIEWA.N 

DENOAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARJTO UTARA, 

a . bahwa dalam rangka menjamin lrual,tas hasil pcmotongan 
hewan dan pengawasan lerhadap pcrcdaran daging di pasar 
tradi&onal, paso.r modem atau tempal penjua.lan daging maka 
perlu dJsedinkan fasilitas dan pclayanan bagi masyara.kal yang 
akan memeriksakan kualltas dan keschatan daging hewan 

konsumsi; 

b. bahwa berdasarkan penimbangan scbagaimana c:timak.sud 
da1am huruf a, pcrlu membenluk Peracuran Daera.h tentang 

Rumah Potong Hewan; 

l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tcntang Penetapan 
Undang-Undnng Oarurat Nomor 3 Tahun 1953 tcntang 
Pembcntukan Dnerah Tingk.at II di Kalimantan (Lembnron 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai 
lindang-Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Neglllll Rcpubllk 
Indonesia Nomor 1820), sebagaunane tclah beberepa kali diubah 
tere.khir dengan Undang-Undeng Nomor 8 Tahun 1965 tcntang 
Pembcntuka.n Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah Tingkat II 
Tapin dan Daemh Tingkat II TabaJong dengan Mengubah 
Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undeng Dan.11-at Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembcntukan Daera.h Tingkat n di KaJimantan (Lembaran 
Negara Republik lndoncs10 Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik lndoncSl8 Nomor 27561; 

2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acare 
Pidana (Lembaran Negara Republlk lndonesia Tabun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258); 

3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun l999 tenlang Pcrlindungan 
Konsumcn (Lcmbaran Negara Rcpublik lndoncs,a Tahun 1999 



Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahuo 2004 tcntang Pcrimbangan 
Keuangan ant.am Pcmerintah Pusal dan Pcmenntahan Doerah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 NomoT 126, 
Tambahan Lemba.ran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undaog Nomor 18 Tahun 2009 tent.ang Petemaka.n dan 
Kesehatao Hcwan (Lembarao Negara Republik lodonesia Tahun 
2009 Nomor 84, Tarobaban l..embaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 50151 sebagaimana telah diubah deogan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tcntaog Perubaban etas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tenumg Petemakan dan 
Kesehatan Hcwan (Lembaran Negara Rcpublik lndoncsia Tahun 
2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 5619); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan 
Dacrah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587}, sebagaimana telah beberapa ka11 di'-lbah, terakhir 
dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 
Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tcntang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk 
lndones1a Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7 Pcraturan Pcmerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Kerunanan, Muru dan Oiz1 Pangan (1..embaran Negan1 Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4424), 

8. Pcraturan Pemcrintah Nomor 95 Tahun 2012 tcntang Kesebatan 
Masyarakat Vctenncr dan KeseJo.hteraan lfewan (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5356); 

9. Pcraturan Daerah Kabupaten Santo Utara Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Pcmbentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah 
Kabupatcn Barito Ut.ara (Lembaran Daerah Kabupaten Banto 
Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara Nomor 6); 

10. Perau.1ran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 
tcntang Rencana Tata Ruang Wilayah K.abupaten Barito Utara 
Tahun 2019-2039 (Lembaran Oaerah Kabupcitcn Barito Utara 
Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Barito Utare Nomor 3); 



Dengan Perserujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARJTO UTARA 

dan 

Menecapkan 

BUPATI BARJTO UTARA 

M ll:MUTUSKAN . 

PERATIJRAN DAE.RAH TENTANG RUMAH POTONG HEWAN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasa.l 1 
Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud denpn : 
1. Daerah adalah Kabupalen Banto Utara 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupali sebagat unsur pcnyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memim-pin pclaksanaan urusan pcmerintahan yang menjadi 
kcwcnangan do.erah otonom. 

3 . Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya d.ismgkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupatcn Barito Utara. 

4 . Bupati adalah Bupali Barito Ut.arn. 
5 . Ka.s Daerah adalah Kas Daerah Kabupalen Barito Utara.. 
6 . Dmas Pcrt.aruan adalah Dmas Pen.anian Kabupatcn Barito Utarn 
7 Kcpala Dina.s Pcrtanian odalab Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Ut.ara 
8. Temak Potong adalah tcmak untuk kepcrluan dipotong yaitu sap1, kerbau dan 

unggas. 
9 Rumah Potong llewan yang selanJutnya d1singkac RPH adalah bangunan atau 

kompleks bangunan yang pcrmanen dengan sarana-sarananya yang 
dipcrgunakan untuk kegiate.n pcmotongan tcrnak yang ditctapkan oleh Bupali 

10. Tempal Penampungan Tcmak adalah tempat untuk menampung t.emak yang 
berasal dari luar dan/at.au dari dalam Wilayah Kabupalen Barito Utara. 

11 Pcmasukan temak adalah kegiatan memasukan temak dari luar daerah 
Kabupaten Barito Utara untuk kepcrluan dipotong dan atau d1pcrdagangkan. 

12. Temak Ruminansia adalah tcmak memamah biak yang terdui dari temak 
TUDllllansia besar, sepcrti sap1 dan kerbau, serta t.emak ruminansia kecil, 
sepcrti kambing dan domba .. 

13. PemotongJm tcmak adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang mcmenuhi 
standar amao, schaL, uruh dan halal yang terdiri dari pcmcnksaan ante 
mortem, pcnyembelihan, pcnyelcsaum penycmbelihan dan pcmcnksaan pose 
mortem. 

14. Pemolongan Darura1 adalah pcmorongan tcmak yang terpaksa harus segem 
d.ilakukan baik c.li dalam maupun diluar Rumah Potong Hewan. 

15. Daging adaJah bagian-bagian dari temak yang Lei.ah di porong dan layak 
dima.kan manusia serta memenuh.J stsndar aman, scbat, utuh dan halal 

16. Karkas adalah bagian dari temak yang disembclih dan tc lah dilruliti dan 
dikeluarkan 1si rongga perut dan 1si rongga dada. 

17. Daging Belru adalah daging yang dibekukan dcnga.n suhu sckurang- kurangnya 
minus 100 C. 

18. Oaging Oiling edalab daging yang tclah mcngalami proses penggilingan. 
19. Daging Olshan adalah daging yang mengala.mi proses pcngolahan kecuali 

dikalengkan. 
20. Pemcrik.saan Ante Mortem adalah pelaksanoan pcmeriksaan dan atau pengujian 

scbelum lemak clipolong. 
21. Pemeriksaan Post Mortem adalah pclaksanaan pemerlksaan dan owu pengujian 

serelah temak dipotong. 
22. Pengusaha Pcmasok Tcmak adalab scseorang atau badan vang usahanya 

memasukan t.emak kc Wilayah Kabupaten Barito Uta.rs. 



23. Usaha Peternakan Rakyat adalah kegiatan yang dilakukan olch Badan usaha 
atau Perorangan unruk mcnjalankan usaha pet.ernakan dcngan skaJa usaha 
sesuai dengan ketentuan yang berJaku 

24. Usaha PemolOngan Tcrna.k adalah kcgi.atan yang dilakukan olch scseoraog atau 
badao yang metaksanakan pemotongan terna.k di Rumah Potong Hcwan. 

25. Pengusaha Oaging adalah seseorang atau bad.an yang usahanya melipuU 
kegiatan mcnghasilkan daging, mengumpulkan daging, mcnyimpan dagiog. 
mengolah daging, mcngcda.rkan dan mcmasarkannya. 

26. Pcngusaha Pcmasok Daglng a dalah scseorang atau baden yang usahanya 
memasukan daging kc Wilayah Kabupaten Barito Utara 

27. Pengusaha Pcnggilingan Daging adaJah seseorang atau badan yang usahanya 
menyeJenggarakan penggilingan daging. 

28. ZooOOSlS adalah penyakit yang dapal menular dari hewan kcpada manusia 
atau sebaliknya. 

29. Surveilans adaJah pengumpulan data penyakit berdasarkan pcogambilan 
sampel atau spcsimcn di lapangan dalam rangka mengamali pcnycbaran atau 
pcrlua.aan dan keganaaan penyakiL 

BABD 
ROAIJG LllfGKUP 

Pasal 2 
Ruang ltngkup Peraturan Daerab ini mcliputi: 
a. RPH; 
b . pcrsyaratan higlenc clan sarur.as1; 
c. sumber daya manusia, 
d. izin Mcndirikan RPH; 
c. izin Usaha Pemotongan Hewan dan/ atau Penanganan Daging; 
f. pelayanan teknis; dan 
g. pcmotongan di luar RPH. 

BABW 
RPH 

Bagian Kcsatu 
Umum 

Pasal3 
(I) Pcmot.ongan hcwan yang dagingnya diedarkan wajib: 

a. dilakukan di RPH; dan 
b. mcngikuti cara penycmbelihan yang mcmenuhi laudah kcsehatan 

masyarakat vctcnncr dan kesejahtcraan hewan. 
(2) Dalam rangka mcnjamin kctcnlcraman batin masyarakat, pcmotongan bewan 

schagsimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mempcrhatikan kaidah 
agama dan unsur kcpcrcayaan yang dianut masyarakaL 

l3) Kctcnruan mcngcnal pcmolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dikecualikan bagi pemotongan unruk kepcnlingan hari bcsar kcagamaan, 
upacara adat. dan pemotongan claruraL 

Pasal4 
RPH mcrupakan •mil pclayanan masyarakaL dalam pcnycdiaan daging yang aman, 
schat, utuh, dan halal serta bcrfungsi scbagai sarana untuk mclaksanakan: 
a_ pemotongan hewan seca.ra benar scsuai dcngan pcrsyaratan kcsehatan 

masyarakal vctcrincr, kcscjahtcraan hcwan den syanal agsma; 
b . pemerlksaan anie mortem dan pcmcriksaan post mortem untuk menccgah 

pcnularan pcnyalot zoonos,s kc manusia; dan 



c. pcmantauan dan surveilans pe_nyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada 
pcmcriksaao ante mortem dan pcmeriksaao post mortem guna pcmcegaban, 
pcngcndalian, dan pcmberantasan penyakll hewan menular dan zoonos1s 

Pasa.15 
(ll Pemcrilaiaan ante-mortem sebagaunana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 

dilakukan untuk mcmastikan bahwa hewan potoog yang akan dipotong schal 
dan layak untuk dipotong. 

(2) Hewan potong yang layak untuk dipotong harus memcnuhi kntcna paling 
scdik:ic 
a. ticlak mempcrlihalkan gcjala penyakiL hcwan mcnular dan/atau zoonos,s; 
b bukan ruminansia bcsar bctina anakan dan betina produkti!; 
c . tidak dalam keadaan bunting; dan 
d. bukan hcwan yang dihndungi beTdasarkan kctenruan pcraturan perundang

undangan. 
(3) Hewan potong yang tclah dipcnksa kesebatannya diberi tanda· 

a . •sL• untuk hewan potong yang RChat dan layak untuk dipotons; dan 
b. -rsL• untuk hc:wan potong yang tidak sehaL dan/aLBu ticlak layak untuk 

dipolong. 

Pa.saJ 6 
(ll Pemcriksaan post mortem sebagllllilana dunaksud dalam Pasal 4 hurur b 

dilakukan dengan cam inspcksi, palpas1, dan insisi. 
(2) Hasil pcmcriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang aman dan layak 

dilconsumsi dinyatakan dalam bcnnik: 
a. pcmberian stempel pada karkas dan label pada jeroan yang bertutiskan 

"Tclah dipcriksa oleb Dokter Hcwan"; dan 
b. sural k.ct.crangan kcsehatan daging. 

[3) Jcroan dan karkas yang berdasarkan has.ii pemcriksaan kcschatan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak aman dan tidak layak dikonsumsi 
wajib dimusnahk:a.n d1 RPH. 

Bagian Kedua 
Pcrsyaratan RPH 

Pasal 7 
(1) RPH dapal djsclcnggarakan olch PcmcrinLBh Dacrah aUlU swasLB 
(2) Untuk mcndirikan RPH sebagaimana dimaksud peda ayai fl) wajib mcmenuh1 

pcrsyaratan edministracif dan pcrsyaraLBn t.eknis. 
(3) Pcrsyaratan admlnistraur sebagaimana climaksud pada ayaL (2) pahng scdik:iL 

tcrdiri do.ri: 
a . identitas pcmohon; 
b . izin mendirikan bangunan; 
c . 1Zin gangguan, dan 
d . IZin usaha 

141 Persyaratan administratif scbagaimane dimaksud pada ayul (3) huruf d 
dikccualikan bagi RPH yang diselcnggamkan oleb Pcmerintah Dacrah 

(5) Pcrsyaratan tcknis St'bag&ilflana dimaksttd pads ayat (2) melipuci: 
a . lokasi, 
b. sarans pcndukung; 
c. konstruksl dasar dan desain bangunan; dan 
d . pcralatan. 



Paragraf 1 
Persyarntan Lokasi 

Pasa.18 
(11 Lokasi RPH haru.s scsuru dcngan Rencana Tata Ruang Wilayah clan Rencana 

Detail Tata Ruang. 
(21 Lokasi RPH harus mem.enuhi persyaratan paling sedikil sebagai bcrikul: 

a. tidak berada di claemh rawan banjir, tcrccmar asap, bau, debu, dan 
kontaminan lainnya; 

b . udak mcnimbulkan gangguan clan penccmaran lingkungan, 
c. lelaknya lebih rcndah dari perrnokiman; 
d mempunyai akses air berslh yang culrup unruk pelaksanaan pemotongan 

hewan, kegiatan pembersihan dan dcslnfcksi; 
e. Udak berada dckal industri logam dan kimia; 
f. tidal< bcrada dckal fasilit.as kcsehatan, tempal ibadah dan sekolah; 
g. mcmpunyai lahan yang cukup untuk pengembanga.n RPH; dan 
h tcrpisah secara fisik dari lokasi komplcks RPH babL 

Paragra.!2 
Pcrsyamt.an Samna Pcndukung 

Pasal9 
RPH harus dilcngkapi dcngan sarans pendukung paling sedikil mchpuli -
a . akses jalan yang layak mcnuju RPH yang dapat dllalui kcndaraan pengangkul 

hewao dan kcndara.o.n pengnngkut daging; 
b. sumber air yang mcmenuhi persyaralan ba.ku mutu air bersih dalam j11mlah 

cukup, paling sedikit 1.000 (seribu) litcr/ckor/hari; 
c. sumber tcnap listrik yang cukup dan Lcrscdia terns menerus; dan 
d. fasilitas pcnanganan limbah pedal dan cair 

Pnrngmf3 
Pcrsyaratan Konstruksi Dasar clan Dess.in Bangunan 

Pasal 10 
(1) Kompleks RPH harus dipagar dan harus mcmiliki pintu yang tcrpisah uotuk 

masuknya hewan potong dengan kcluamya karkas den dagmg. 
(2) Bangunan dan tale lctak cla1aln komplcks RPH paltng sedikiL melipuu. 

a . bangunan utama; 
b. area penunman hewan (unloading! dan kandang penampungan/ kandang 

istirahat hcwan, 
c. kandang penampunga.n khusus tcmak ruminansia betina procluktif; 
d. kandang isoJasi, 
c ruang pelayuan berpendingin (chilling room); 
f. area pemuatan (loading) karkas/daging; 
g. kantor/ ruang admirustrasi; 
h . ruang Doktcr Hcwan, 
1. kantin dan musbola; 
J. ruang istira.hat karyawan dan Lempat penyunpanan barang pribadi 

(locke1'/ruang ganti pakamn, 
k. kamar mandi dan WC; 
I. (asilitas pemusnahan bangkaj clan/aLau produk yang tidal< depat 

dimanfaat.kan atau insincrator; 
m. sarana pcnanganan limbah; den 
n . rumah jaga. 

(3) DalaJn komplcks RPH yang mcnghasilkan procluk akhir daging sega.r dingio 
(ctulled) atau bcku (frozen) harus dllengkapi dcngan: 
a. ruang pelepasan daging [deboning room) dan pemotongiin dagmg (cuttrng 

rooml; 



b. ruang pengemasan daging (wrapping and packing); 
c. fasllit.aS alat pclayuan bc:Tpcndingin (clu1ler); 
d. fasilitas alat pcmbeku (/ree7.er dan blastjreeurl; dan 
c. ruang penyimpanan beku/gudang dingin (cold storage) 

(4) PH bcroricntasi ekspor dilengkapi dengan laborat.oriurn yang mcmcnuhi standa.r 

Pasal 11 
(1) Bangunan ut.ama RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruI a 

harus mcmiliki daerah kotDr yang lc:Tp1sah sccara lisilc dari daer11h bersih. 
(2) Daerah kocor scbagaimana dimaksud pada ayat (1) metiputi. 

a. area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dan area 
pengeluaran darah; 

b. area pcnyelcsaian proses penyembelihan (pemisahan kcpala, semua kaki 
sampai metatarsus dan metakmpus, pcngulitan. pengcluaran isi dada dan isi 

penlt); 
c. ruang untuk jeroan h1jau; 
d . ruang untukjeroan mcrah; 
c . ruang untuk kcpala dan kaki; 
f. ruang untuk kulit; dan 
g. pengeluaran (loading) ;croan. 

(3) Daerah bersib scbagaimana dimaksud pada ayal (l) rncliputi area untuk: 
a. pemeriksaan post-mortem: 
b. penimbangnn karkas; dan 
c. pengcluaran (loading! karkas atau daging. 

Pa.sa112 
Dcsau, dan konstruksi dasar scluruh bangunan dan peralalan RPH harus d.apat 
memfasilitasi pencrapan earn produksi yang baik dan mcncegah tcrjadinya 
kontaminasi. 

Passi 13 
Bangunan utama RPH scbagaimana dimaksud dalam pasa.1 10 nyac (21 huruf a 
harus mcmcnuhi persyaratan: 
a. tata ruang didcsain sedcmi.k.ian rupa a.gar scarab dengan alur proses scrta 

memiliki ruang yang cukup, schingga seluruh lf~tan pe.m.otongan hewan 
dapa.t berjatan baik dan h1gienis den besamya ruangan discsuaikan dcngan 
kapa.sit.as pemotongan; 

b. adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik antara daerah bcrsth dan 
daerah kotor; 

c. memlliki area dan fasilitas khusus untuk mclaksanakan pemeriksaen post· 
mortem; 

d. lampu penerangnn harus mempunye.i pelindung, mudah dibcrsihkan, clan 
mempunyai intensita.s cahaya 540 (lima ratus empa.t puluh) luks untuk area 
pcmenksaan post-mortem dan 220 (dua ratus dua puluh) luks untuk area 
pengelJaan proses pemotongan; 

e. dinding bagian dalam berwama lCra.Dg dan paling sedila.t seunggi 3 (tiga) meter 
terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak tDk.sik, tahan terh.adap 
bentumn keras, mudtlh dibersihlmn dan didesinfek.si serta bdak mudah 
mengelupas, 

f. dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan 
dipakn.i sebagai tempat untuk mcletakkan barang; 

g. lantai tcrbual dari bahan kedap air, Lidak mudah korosif, tidak l.ictn, tidek 
tok.slk. mudah dibersibkan dan didesinfeksi dan landai ke arah saluran 
pembuangan, 

h . pcnnukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah a.tau tubang. 
jika tantai terbuat dan ubm, makaJIITB.k antaT ubin diatur sedckat mungkin dan 
celah antar ubin haru.s ditutup dengan bahan kedn.p air, 



1. lubang Ire arah saJuran pcmbuangan pada pcrmukaan lanllli dilengkapi dcngan 
pcnyaring; 

j . sudut pcrtcmuan antara dinding dan lant.ai harus bcrbenruk lcngkung dengan 
jari-Jari sckitar 75 mm (tujub puluh Lima mill meter), 

k !l"udui pcrtemuan antara. dinding dan dinding harus ber-bentuk lengkung dengan 
Jari-jari sck.it.ar 25 mm (dua puluh Lima mill mctcrj; 

L di daerah pcmorongan dan pcngeluaran darah harus didesain agar darah dapal 
tertampung; 

m. langit-langit d1desain agar- tidak tcrjadi akumulasi kolOran clan kondcnsasi 
dale.m ruangan, barus berwama terang, terbuat dari bahan yang kedap air, 
tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibcrsihkan, ticla.k ada lubang at.au 
celah terbuka pada langit- langit, 

n. venlilasi pintu dan jendela hanis dilengkapi dcnga.n kawat ka.sa untuk 
menccgah masuknya sera.ngga at:au dengan menggunakan metode pcncegahan 
serangga lamnya; 

o . lronstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa schingga mencegah 
tiku& atau rodensia, serangga, dan burung masuk dan bera.rang dalam 
bangunan; 

p. pcrtukaran udara daJam bangunan harus balk; 
q. kusen pintu clan jendela scrta bahan daun pintu clan jendela Lidak rerbuaL dan 

kayu, dibuat dari ba.han yang tidak mudah korosif, kedap air, taha.n benturan 
kcras, mudah dibersihkan dan didcS1nfeksi dan bagJan bawahnya harus dapat 
menahan agar tikus atau rodensia tidak dapal masuk; dan 

r. lruscn pinru dan JCndela bagian daJa.m harus rat.a dan lidak ada bagian yang 
memungkinkan dipakai scbagai tempat untuk melelakkan barang. 

Pasal 14 
(l) Area pcnurunan hewan \unloading) scb~gaimana dimaksud dalwn Pasal 10 ayat 

(2) huruf b harus memenuhi pcrsyaratan scbagai benlcuc 
a. dilengkap1 dengan fasiliras untuk menurunkan hcwan (unloading! dari atas 

kendaraan angkut hewan yang didesain scdemikian rupa schingga hewan 
tidak cedcra ak.ibat melompal atau tcr-gelincir, 

b . kelinggian tempaL pcnun.man/penrukan hewa.o harus c.fiscsuaikan dengan 
kelinggjan kcndaraan angkut bewan; 

c . lantru SCJ&k dari tempat penurunan hewan sampai kandang pcnampungan 
harus tidal< licin dan dapat roeminimshsu- tcl)adrnya kecelakaao, dan 

d. harus memcnuhi aspck kesejahtcra.an hewan. 
(21 Kandang pcnampunga.o/ kandang istirahat hewan scbagaunana dimak.sud 

dalam Pa.aal 10 ayat (2) huruf b h.a.rua memenuhi pcrsyaralan paling sedikit 
scbagai berikut 
a. bangunan kandang penampunga.o scmentara atau kandang istirah.at paling 

sedikit bcl)arak 10 (sepuluh) meter dari bangunan urama: 
b. memiliki days t.ampung 1,5 (satu koma Lima) kali dari rata-rata JUmlah 

pcmotongan hcwan setiap han; 
c. ventilasl dan pcnerangan harus balk; 
d . tcTSCdia tempat air minum untuk hcwan potong yang didcaain landai kc ara.h 

saJuran pcmbuangan schingga mudah dibe.rsihka.n; 
e lantai terbuat darl bahan yang kual ttahan terhadap benturan kcras), kedap 

air, bdak licin dan landai kc arah saJuran pcmbuangan serta mudah 
d.ibcn11hkan dan d1des1nfeks1; 

r. saJuran pcmbuangan did.esam sehmgga allran pcmbuangan dapat mengallr 
lancar, 

g. a.tap 1.0rbuat clan ba.han vang lruat, tidak toksik dan dapat melindungi hcwan 
dcngan baik dari panas clan hujan, 

h. terdapat jaJur pcnggiringan hewan (gang way) dari kandang menuju tempat 
pcnyembelihan, dilengkapi dcngan pager yang kual dl kedua sismya da.n 
lcbamya hanya cukup untuk satu ekor schingga hcwan tidak dapat kcmbali 
kc kandang; dan 



1. Jalur pcnggningan hewan yang berhubungan langsung dengao bangunan 
utama didesa.i.n sehingga tida.k tcrjadl kootras wama dan cahaya yang dapat 
menyebabkan hewan yang akan dipotong mcnjadJ stres den takuc. 

Pasal 15 
lll Untuk melindungi populasi hewan ruminansia betina produk.tJI, barus 

dilakukan pcncegahan pcmotongan bewan ruminansia betina produkrif di RPH. 
(2) Terna.I< ruminansia bctina yang ben:la.sarkan pcmeriksaan ante mortem sebagni 

hewan betina produktif harus ditampung deism kandang khusus s--bsgaimAna 
dimaksud deism PasaJ 10 eyat (21 huruf c, yang memenuhi persyaratan paling 
sedikit scbagai berikuL 
a. kandang pcnempung hewan ruminansia betina produktif dapat mcrupakan 

kandang penampung yang terpisah atau meri1paksn bagian kandang 
penampungan hewan, tctapi mcmilllo batas yang jelas; 

b. fungs1 kandang penampungan untuk menampung hewan rurninansia betins 
produktif basil selcks.i hcwan yang akan dJpotong di RPH sekaligus sebagai 
tcmpat isolasi untuk hewan yang lidak boleh dipotong; 

c. syarac kandang pe:nampungan hcwan ruminansia belina produktif harus 
sama dcngan syarat kandang pcna.mpungan hcwan; dan 

d dilcngkapi dcngan kandangjcpil unwk pcmcriksaan stau.1s rcproduksi. 
(3) Larangan scbagaimana diroaksud pada ayat Ill dikccualikan dalam hal: 

a . penclllian; 
b. pcmuliaan; 
c. pcngendalian dan pcnanggulangao pe:nyakit hcwan; 
d kctentuan agama. 
e. kctcntuan adat istiadat, dan/ atau 
r. pcngakhiran pcnderitaan Hcwan. 

Pasal 16 
Kaodang isolasl sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d harus 
mcmenuhi pcrsyarat.an paling sedikii scbagai berik:ul. 
e. l.erletak pada jarak tcrjauh dari kandang pcnampung dan bangunan utama 

scrta dibangun di bagiao yang lcb1h rendah dan bangunan lain: 
b. memlliki ventllaa! dan pcnct1U\gan yang baik; 
c . dilengkapi deogao te:mpat air minum yang didesain landai kc amh saluran 

pcmbuangan schingg;i. mudah dibcrsihk.an; 
d. lantai tcrbuat dari bahan yang kuat (tahan tcrhAdap bcnturan kcrasJ, kcdap rur, 

tidak llcm dan landai kc arah saluran pcmbuangan sen.a mudab dibcrsihkan 
clan didcsinfcksi, 

c. saluran pcmbuangan didcsaln schingga aliran pcmbuangan dapal mcngalir 
lancar; dan 

f atap i.crbuat dari bah.an yang kuat, tidak toksik dan dapat mchndungi hewao 
dcngan bailc dari panas dan hujan 

Pasal 17 
Ruang pclayuan berpcndingin (cJu11ing room) scbagaimaoa dimaksurl dalam PasaJ 10 
ayal (2) huruf e harus meroenuh.i persyaratan paling sedikit sebag&J benkut: 
a. ruang pcndingin/pclayuan tcrlctak di daerah bcrsih; 
b. besamya ruang disesuaikan dcngan jumlah karkas yang d ihasilkan dcngan 

mcmpcrtim.baogkan Jarak antar karkas paling scdilut LO cm (sepuluh scnb 
meter), jarak antara ka.rku dengan dinding paling scdikit 30 cm (tiga puluh 
scnti meter) , jarak antara karkas dengan lantai paling sedikit SO cm (lirna puluh 
sen ti meter), d.an jarak antar baris paling sedikit I m fsatu meter); 

c. konstruksi bangunan harus rncmcnuhi persyaral.8Jl: 
l . tioggi dinding pads tcmpal proses pcmotongan dan pcngerjaan kar-ka.s paling 

scdikil 3 (t.iga) mcu:r: dan 
2. dindiog bagian dalarn bcrwama r.erang, tcrbuat dari babao yang kcdap air, 

memililo insulas, yang baik, tida.k mudah korosif, tida.k toksik, tahan 



Lerhadap beoturan kera.s, mudah dibersihkan dan didesinfekai scrta tidalc 
mudah mengelupas; 

3. lantru terbual dari bahan yang kedap air, tidak mudab korosif, tidak tokslk. 
t.ahan terhadap benturan keras, mudah dibcrsihkan dan d1desmfeksi serta 
tidak mudah mengclupas; 

4 . lantai udak licin dan l.andai kc arah saluran pembuangan; 
5. sudut pertemuan anlara dinding dan lantai hanls bcrbcntuk lenglcung 

dengan jari-jari sckitar 75 mm (tujuh puluh lime mill met.er); 
6 sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus bcrbcntuk lengkung 

dcngan jari-jarl sekitar 25 mm (dua puluh Lima mili meter); 
7 . l.angit-1.angit harus berwama tcrang. terbuat dan bahan yang kedap air, 

memiliki insulas1 yang balk, tidak mudah rncngclupas, kual, mudah 
dibcrsihkan; dan 

8. mtensilBs cahaya dalam ruang 220 (dua rarus dua puluh) luks; 
d. bangunan den talB lctak pendingin/pelayuen harus mengilruu persyaratan 

seperti bangunan ur.ama; 
c. roang didc&ain agar tidak eda aliran air eta.u limbah cair lamnya dari ruang lain 

yang m.asuk Ice dalam ruang pendingin/pelayuan, 
r ruang dilcngkapi dcngan al.at penggantung karkas yang didcsain agar karkas 

udak menyentuh lantai dan dinding; 
g. ruang mempunyai fasiblBs pcndingin dengsn subu ruang minus 4· C (cmpat 

derajat cclcius) sampai 4• C (empat dcraJBl celcius}, kelembaban rclalif 85% 
(delapan pulub lima per seratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh peT 
semtus) dengan kecepatan udani I (satu) sampai 4 (cmpal) meter per detik; 

h. suhu ruang dapal mcnjamin agar suhu bagien dalam daging paling tinggi 8" C 
(delapan deraJat cclcius); dan 

i. suhu ruang dapal menjamin agar suhu bagian dalam jeroan paling bnggi 4• C 
(empat. derajal cclcius). 

Pasal 18 
Arca pemuatan (l.oadingJ karkas dan/atau daging sebegaunana dimaksud dalam 
PasaJ IO ayat (2) huruf r kc dalam kendaraan angkui. karkas dan/at.au dagmg harus 
memcnuhi pcrsyaratan scbagai bcrikut: 
a. dapal meminimallsir lcrjadinya konlaminasi sllang pada karkns dan/atau 

degmg; 
b. lcctinggian lantai harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan engkul 

karkas dan/atau daging; 
c. dilengkapi dengan fasilitas pengcndalien scrangga, scperti pcmasangan !em 

serangga; dan 
d. memiliki fasilitas pencucian lBngan. 

Pasal 19 
Kancor/ruang administmsi dan ruang Doktcr Hewan sebagwmana dimsksud dalam 
Pasal lO ayat (2) buruf g dan huruf h harus mcmenuhi pcrsyarntan paling sedikil 
scbagai berikuL 
a. mcmihlci vcntilasi dan penerangan yang balk; 
b. luas kantor/ruang admimstrasi disesuaikan dengan jumlah karyawan, didcsain 

untuk kcscla.matan dan kenyamanan kerja, serta dilengkapi dengan ruang 
pertcmuan, den 

c. ruang Dokt.cr Hcwan ha.rus terpisah de:ngan kantor/ruang admirus\J'aSi. 

Pasal20 
Kantin dan mushola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) hurur i han..ts 
memenuhi persyaratan paling sedikil sebagai bcrikut: 
a. memililo vcntilasi clan pcnerangan yang baik; 
b . luas ruang discsuaikan dcngan JUmlah karyawan, den 
c. kantin didesain agar mudah dibersihkan, dirawat dan memenuhi persyaratao 

kesebatan lingkungen. 



Pasa.121 
Ruang istirahal ka.ryawa.ri dan tcmpat penyimpanan barang pribadi/ ruang ga.nri 
paka1an llodce1' scbagaimana dima.ksud da1am PasaJ 10 ayat (2) hurur j harus 

mcmenuhi persyarata.n. 
a. memiliki ventilasi clan penera.ngan yang bwk; 
b. terletak dibagian masuk. karyawan atau pengunJung; 
c. Lcmpat isnrahat karyawan barus diJengkapi dengan lemari unruk scoap 

karyawan yang diJengkapi kunci untuk mcnyimpan barang-barang priba.di; dan 
d. cempat penyimpanan barang priba.di (locker) untuk pckcrja ruang kotor harus 

terpisah dari tempat penyimpanan barang pribadi (locke11 pekerja ruang bersih 

Pasal 22 
Kamar mandi dan WC scbagaimana dimaksud daJam Pasal 10 ayat (2) huruf k 
harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut 
a. memiliki vcntilasi dan penerangan yang baik; 
b. masing-masmg daerah kotor dan daerah benub memiliki paling scdikit 1 (saUJ) 

unit k:amar mandi dan WC; 
c. saJw-an pembuangan dan kamar mandi clan WC dibuat khusus ke arah •septic 

tanK, tcrpisah darl salurnn pembuangan limba.b proses pemotongan; 
d dinding bagian daJam dan lantai harus terbual dan bahan yang kedap air, tidak 

mudah korosif, mudah clirawat sert.a mudah diberslhkan clan didesinfeksi; 
e. jumJab kamar mandi dan WC discsuaikan dengan Jum!ah karyawan, paling 

sedilot l (satu) unit untuk 25 (dua puluh lima) karyawa.ri . 

PasaJ23 
FasiUtas pemusnahan ba.ngkai dan/ atau produk yang udak dapnt dimanfaatkan 
at.au insinerator scbagaimana diroaksud dalnm Pasal 10 ayat (2) huruf I harus 
memenuhi persyarat:an paling scdikit sebagB.1 berikut: 
a. dibangun dekal dengan kandang isolasi, 
b. dapnl memusnabkan bangkru dan/ atau procluk yang tidak dapat dimanfnatkan 

secara efektif t.anpn menimbulkan pencemaran lingkungan; dan 
c. didesam agar mudah diawas1 clan mudah dirawat serta memenuht persyaracan 

kesehatan lingkungan, 

Pasal 24 
Sarana penanganan lirobab sctmgairoana dimn.ksud dalam Pasal 10 ayal (2) huruf 
m harus memenuhi persyaratan. 
a. memiliki kapasitas sesuai dcngan volume limbah yang dihasilkan; 
b. didesain agar mudah diawasi, roudah dirawat, tidak menimbulkan bau dan 

memenuhi pergyaratan kesehatan lingkungan, dan 
c. sesuru dengan rckomcndasi upaya pengelolaan lingkungan (UKLJ dari mstansi 

yang mcmbidangi fungsi kcseha.tan lingkungan. 

Pasal25 
Rumah jaga sebagalrnann dimaksud dalam Pasal 10 ayal (2) huruf n harus 
mcmenuhi persyaratan paling scdikit sebagai berikul 
a dibangun masing-masing d1 pint.u masuk dan di pin tu kc luar kompleks RPH, 
b . memiliki ventilasl dan pencrangan yang baik; 
c. atap tcrbuat dari bahan yang kuat., tidak toksik dan dapat melindungi perugas 

dari panas don huJan; dan 
d . didesain agar memenuhi persyaratan keama.nan dan keselamacan kel)a, serta 

memungkinkan petugas jaga dapal mengawasi dengan lelurusa keadaan di 
sekitar RPH dnri dalam rumah jaga. 

Pasa.126 
Ruang pelepasan daging (debonmg room) dan pembagian/ pemotongan daging 
(cutting room} sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 10 ayat l3) huruf a , harus 
memenubi persyaratan paling sedikit sebagai berikut; 



a. desain dan konstruksi dasar ruang pclepasan dag,.ng dan ruang 
pcmbagian/pemot.ongan daging barus dapat memfasilitasi proses pcmbersiban 
dan desinfeksi dengan cfektif; 

b . memiliki ventilasi dan peoeranga.n yang cukup; 
c. didesain untuk dapal mencegah masuk dan bersarangnya scrangga, burung. 

rodensia. den bioatang pengganggu lainoya di dalam ruang produka1; 
d . !ant.al te:rbuat dari bahan yang lredap air, tida.k mudah korosif, tida.k LOksik, 

ts.ban tcrhadap benturan kcras, Lida.le berlubang. tida.k licin dan landai kc a.rah 
saluran pcmbuangan, mudah dibersihkan dan dides:iofeksl, o.dak mudah 
mcmgelupas, sen.a apabila lanta.i lerbuat da.ri ubin, maka jarak antar ubin 
diauir sedekat mungkin dan celah antar ubm harus dJtutup dengan bahan 
kcdap rur. 

e. dinding tcrbuat dari bahan yang kedap rur, tidak mudah korosif, tidak t.oksik. 
memiliki insulasi yang baik, dan bc:Twama terang. dan dinding bagian da1aJn 
dilapiSJ bahan kedap air seunggi minimal 3 (tiga) meter dengan pcruu1kaeo rats, 
tida.k ada celah/lubang, mudah dibersihkan dan didcsinfeksi sert.a Udale mudah 
mengelupa&; 

f. dinding baglan deJam harus rata dan tidal< ada bagian yang mcmungkinkan. 
dipak.ai sebagai tcmpat untuk melctakkao barang; 

g, sudut pertcmuan ant.ara dinding dan 1anw barus berbenLuk lengkung dcngan 
jari-jari sekitar 75 mm (tujuh puluh lirna mili meter), dan audut pcrtemuan 
antanl dinding dan dinding harus berbentuk leogkung dengan jari-jari sckitar 
25 mm (dua puluh lime mill meter); 

h. langit-langit barus dibuat sedemiktan rupa untuk mencegah terjadlnya 
akumulasi debu dan kot.oran, rnemioimalisir tcrjaclinye kondcnsasi, 
pcnumbuhan Jamur dan tcrjedinya kcrct.akan scrta mudah dibersibkan; 

i . jcndcla dao venlilasi harus didesain untuk mcoghindari 1crjadinya akumulasi 
debu dan kotoran, mudah dibennbkan dao selalu tcrawat dcngim bail<, 

j. lrusco pintu dan Jendela serta bahan daun pintu dan jendela Lida.le tcrbuat dart 
kayu, dibuat dari bahan yang tida.k mudab korosif, lredap air, Laban benturan 
kcres, mudah diberslhkan dan dideslnfcksi dan begien bawahnya harus dapat 
mcnahan agar tikus atau rodeosia tidak dapal masuk; 

k. kusen pmtu dan jc:ndela bagian dalam barus rata dan tidak uda bagian yang 
memungkinkan dlpakai scbagai t.empal untuk mele1akkan bara.ng; 

1 pmru dilengkapi dcngen tirai plastik uotuk mcnccgah u:rjadinya variasi 
1cmpcratur dan didesain dapat menurup sccara otomatis: dan 

m . sela.ma proses produksl berlangsung temperatur ruangan barus dipcrmhankan 
kura.ng dari same dengan 1s• C (Lima belas derajat eclcius). 

Pasa127 
Desain dan konsrruksi dasar ruang pengemasan daging sebagrurnana dlmaksud 
dalam pasal 10 ayal (3) huruf b harus same dcngan persyaratan dcsain dan 
konstrukm desar ruang pclepasan daging dan pcrnbegian/pcmot.ongan dagmg 
scbagaimaOB dlmeksud dala.m Pasal 26. 

Pasal 28 
Oesein dao konstruks1 dasar ruang pc:mbelruan cepal (blastjreeze,) harus 
memcnuhi pcrsyaratan scbaga.l bcrikul: 
a . kapasitas ruangan di!le"oeikan denganjum]ah produk yang akan dibckukan, 
b . desein dan konstrukst dasa.r ruang pcmbekuan cepat hnrus same dengan 

pcrsya.ratan dcsain dan konslru.lad dasar ruang petcpasan daging don 
pembegian/pcmotongan daging sebagai.man.a dima.ksucl dalam PasaJ 26; 

c. ruang didcsain agar lidak ada eliran air atau limbah cair Jainnya dari ruang lain 
yang masuk kc dalam ruang pcmbeku; dan 

d. ruang dilenglmpi dengan alat pendiogin yang memiliki k:ipas (blast Jreezar, yang 
mampu mcncapai dao mcmpcrtaha.nkan tempcratur ruangan di baweh 1 s• C 
(delapan betas de:rajat celeius) dcngan kccepatan udare minimum 2 (dua) meter 
per dcuk. 



Pasa.129 
Ruang penyimpanan bcku/gudang dingjn (cold storage) sebagaimana dimaksud 
dalam pa.sal to ayat (3) huruf e harus mcmenuhl persyaratan sebagai bcrilaJl. 
a. kapasita.s ruang discsuaikan dcngan jumlah produk bcku yang d1srmpan; 
b. dcsain dan konstruksi dasar ruaog penyimpanan bcku harus sama dcngan 

persyarotan desain dan konsu-uksi dasar ruang pclcpasan daging dan 
pcmbagian/pcmotongan daging sebagaimana dimaksud daJam Pasal 26; 

c. ruang didesain agar tldak acla aliran air atau timbah cwr lainoya clan ruang lain 
yang maauk kc dalam ruang penyimpanan bcku; 

d . dileng)<api dcngan fasilitas pcndingm sebagai bcrikuc 
l. memiliki ruang pcnyirnpanan bcrpendingin yang mwnpu mcnca.pai dan 

mem-pena.hankan sccara konst.an temperatur daging pad.a 4• C (cmpat 
dcrajal celclus) hingga mi.nus 4• C (chilled meat), minus 2 • C hingga mmus 
s• C (/iozen meat) atau kurang dan same dengan minus 18" C (deep/rozenl 
serta kapas1tas ruangan harus mempcrtimbangkan sirkulasi udara dapat 
bcrgcrok bcbas, dan 

2 . ruang penyimpanan bcrpendingin dilengkapi dengan tcrmomcter at.au a.lat 
pcnunJuk (display) suhu yang dilctakkan pada tcmpal yang mudah dilihaL 

Pasal30 
(l) RPH bcronentasi ckspor harus mempunyaj fasilitas laboratonum untuk 

pclaksanaan pcmeriksaan dan pcngujian produk, pcralatan, air, petugas dan 
lingkungan produksi yang dipcrlukan daJam rangka morutonng pencrapan 
praktck higicnc di RPH. 

(2) RPH bcroricntasi ekspor scbagaimana dimaksud pada ayat (l) mcrupakan RPH 
yang tclah memperoleh Sertilikat NKV Level I. 

(3) Jcnis pcmcriksaan dan pcnguJian scbagaimana dimaksud pada ayat (I) mcliputi 
pcmcriksaan organoleprik, pcngujian kinna.wt sedcrhana, eepero UJi awal 
pembusukan daging dan aji kesempumaan pcngcluaran darah, pengujian 
ccmaran mikn>ba scperti Total Plate Count (TPCJ, Coliform, E. coli, 
St.aphylococa•ssp., Salmonella sp .• serta pcngujian parasiL 

(4) La.boratorium scbagaimana dimaksud pada ayat (I) harus rncmenubl 
pcrsyaratan paling scdikit sebaga.i berikut: 
a . letak laboratorium bcrdekatan dcnglUl runng doktcr bewnn, 
b. t.a.ta ruang dan pcralatan leboratorium harus mcmpcrtimbangkan faktor 

kesc:lamatan dan kenyamanan kerja; 
c. konstruksi lantai, dinding dan langit-langll harus memenuh.t persyaratan 

paling sedikit tertutup dengan enamel bcrkualitas bail< atau dcngan cat 
cpok.si, ataupun bahan lainnya yang memiliki pennukaan yang halu&, lredap 
air, mudah clibersihkan dan didesinfcksi serta mudah pcrawatannya; 

d. pcnerangan dalam laboratorium memiliki int.ensitas eahaye 540 (lima ra.tus 
cmpal puluh) Iuka dan dilcngkapi dengan lampu berpclindung; 

c. vcntila& di dalam ruang harus baik, dilcngkapi dcngan elat pendingm 
ruangan untuk mcngurangi jumlah partikel yQJlg tcrdapat delam udara dan 
untuk mernirumalkan kcmungkinan tcrjadinya variasi 1cmpcratur; 

r. untuk keselOJIUltnn kc:rja pelugas, laboratorium dilcngkapi dcngan elat 
pemadarn kcbakaran, alarm (tanda bahaya) dan sarnna P3K; 

g. memiliki ruang dan fasilitaa khusus masing-masmg untuk pcny1mpanan 
sampcl. pcralatan dan media; dan 

h . dilcngkapi dengan sarona pencuc, wngnn. 

Paragmf 4 
Pcrsyannan Pcralatan 

Pasal 31 
(I) Scluruh peralatan pendukung dan pcnunjQJlg di RPH barus terbuat dari bahan 

yang udak mudah korosir, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah 
dirawaL 



(2) Seluruh peralatan dan pennukaan yang kontak dengan dagmg dan jeroan 
tidak bolch lerbuat dart kayu dan bahan-bahan yang bersifat toksik, misalnya 
seng. polyvinyl chloride/ PVC tidak mudah korosif, mudah dJbersihkan dan 
didesmieksi serta mudah dirawaL 

(31 Seluruh pcralatan logam yang kontak dcngan daging dan jcroan harus tcrbual 
dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosu (tcrbuat dari stainless steel 
al.au logam yang digalvanisasi), kuat, tidak dicat, mudah dibersibkan clan 
mudah dideslnfeksi scrta mudah dirawat. 

(4) Petumas untuk pera.Jat.an yang kontak dcngan daging dan jeroan harus aman 
untuk pangan (food grodel. 

(5) Snrana pcncucian tangan barus didesain sedemikian rupa schingga t.idak 
kootak dcngan telapak tangan, clilengkapi dcngan fasilitas sepeni sabun cair 
dan pengering dan apabila mcnggunakan tissue harus te.rsedia tcmpat 
sampah. 

(6) Peralatan unluk membersihkan dan mendcsinfeksi ruang den peralatan harus 
terseclia dalam jumlah cukup schingga proses pembersihan dan desinfcksi 
bangunan dan pcralatan dapal dilakukan accara bail< dan efcktif. 

(7) Bangunan utsma paling sedikit harus dilcngkapi dcngan: 
a. alat uotuk me:mfiksaai hcwan (Restrainmg boxj; 
b. alat untuk menempat.lcan hewan sctclah disembelih (Cmdle!; 
c. alat pengerck karkas (Hoist); 
d . rel clan alat penggantung karkas yang didesain agar karkas tidak 

menyentuh lanl.ai dan dinding; 
e. fasilitas dan peralatan pcmeriksaan post-mortem, meUputi: 

I . meja pemeriksaan hati , paru, limpa dan jantung; dan 
2 . alat penggantung kepala; 

f. peralatan untuk kegiatan pembersihan dan desinfeksi; dan 
g. timbangan bewan. karkas dan daging. 

(8) Ruang jcroan paling scdildt harus dilengkapi dengan fasilitaa dan pcralamn 
untuk: 
a. mcngeluarkan isl jeroan; 
b. mcncuc1 jeroan; dan 
c. menangani clan mcmproses jeroan. 

(9) Ruang pejepa.san daging dan pemotongan karkas clan/ atau dagmg paling 
sedikit dilengkap1 dengan: 
a . meja stainless steel; 
b. talenan dari bahan polivinyl; 
c . mesin gergaji lwrkas dao/ atau daging (bone saw electric); 
d . mesin pcngiris daging (slicer); 
e. mesin penggiling daging (mincer/grindery, 
f. p1sau yang cerdin dan pisau trimmmg dan pisau culting; 
g. rasilltas untuk mc:nstcrllkan pisau yang dilengkap1 dcngan air panas; dan 
h. pendcteksi metal (metal detector). 

(10) Untuk mcndukung pclaksanaan pcngawasan keschatan masyarak:at vetcriner 
di RPH, dokter hcwan penanggungjawab di RPH clan/ arau petugas pemeriksa 
harus disediakan pcralatan paling sedikit tcrdiri dari: 
a. pakaian pelindung diri; 
b. pisau yang tajam dan pengasah pisau; dan 
c. stcmpel karkas 

(11) Pcrlengkapan standar unruk pckerja pada proses pemotongan meliputi 
pakaian kerja khusus, apron plastik, tutup kcpala dan scpaw boot yang harus 
dised1alcan paling seclikit 2 (dual set untuk setiap pekcrja. 

(12) Pada scliap pintu masuk bangunan utama, harus dilenglcap1 dengan pcralatan 
untuk mencuci tangan yang dilcngkap1 dengan sabun, desinfcktan, desmfcksi 
kaki (foot dip) dan s!kat scpatu, dengan jumlah disesuaiknn dengan jumlah 
pekerja. 



(13) Peralatan untuk membersihkan dan mcodesinfeksi ruang dan pcralatan harus 
tersedia dalrun jumlab culrup agar dapat dipastikan bahwa scluruh proses 
pcmbc:rsihan dan desinfeksi dapal dilakukan secara baik dan cfcktif. 

Pasal 32 
Ketentuan lebih lanjul mengcnai pcrsyaratan admimstratif maupun teknis 
sebage.imana diroaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati. 

BABIV 
PERSYARATAN BYGIEJl'E DAlf SAIIITASI 

Pasal33 
(1) RPH harus dilengkap1 dengan fasilitas higiene sanitasi yang dapat mcmastikan 

bahwa cara produksi karkas. daging dan jeroan dapat diterapkan dengan bail< 
dan konsisten. 

l2) FasilitaS higiene-sanitasi schaga,rosma dunaksud pada ayat (1) harus mampu 
menjamin bahwa proses pembcrsihan dan sanitasi bangunan, lmgkungan 
produk:si, peralatan, dan boju kcrja karyawan dapat ditcrapkan secara efektif. 

(31 Pada sctiap pintu masuk ba.ogunan utama, harus memiliki fasilitas untuk 
mencuci sepatu boot yang dilengkapl dcngan sikal separu, den fasilitaS untuk 
mensucibamakan sepatu boot yang dilengkapi desinfcktan (/001 dipping) . 

(4) RPH harus memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkap1 dengnn air hangat, 
sabuo dan dcsinfekt.an sert:a didcsain tidak diopcmsikan rocnggwiakan tangan 
at.au lidak kont.ak langsung dengan telapak tangan. 

(5) Fasilltas cuci tangan St'bagaimana dirnaksnd pads ayat (4) barus dilengkapi 
dengan faSJlitas pcngcring tangan, apabUa menggunakan tissue maka harus 
discdiakan tempat sampah bertutup dan tidal< diopemsikan dengan tangan 

(6) Unwk mensuciharnekan p1sau dan pcralarao yang digunakan. harus mcmiliki 
air ben.cmperatur tidak kurang dari s2• C (delapan puluh dua derajat celcius) 
yang roemcnuhi persya.ratan baku mutu air benlih atau metoda sterillsasi lain 
yang efcktif. 

(7) Tidak menggunakan bahao kimia bcrbahaya yang tidak diperbolehkan 
digunakan untuk pangan. 

(8) Sct:iap kali selesai proses pcmotongan dan produksi karka.s, degmg. dan jeroan, 
hems dilakukan proses pcmbcrsiban dan dcsinfeksl secara mcnyeluruh. 

(9) Kebersihan Ungkungan di sekuar bangunan utama dalam an:a komplek RPH 
hams dipelihara secara bcrkala deogan cara. 
a. menjaga kebers!han lingkung:an dari sampah, kotoran dan sisa pakan, 
b. memelihara rumpul at.au pcpohonan sehingga tetap terawat; dan 
c. menyediakan fasilitas tempat pcmbuangan sampah semeotara di tempat

tempar certentu. 

Pasal 34 
(1) Higlene personal harus diterapkan pads seuap RPH 
(2) Scluruh pckerja yang menangani karka.s, dagmg, dan/ at:au jeroan harus 

menerapkan praktek higicne meliput.i: 
a. pekerja yang menangani daging harus dalam kondisi schat, tcrutama dari 

penyakit pcmafasa.n dan penyakit menular sepcrti TBC, hepotitls A. tipus, 
dan lain-lam; 

b. hams menggunakan alac pelindung diri (hair net. sepatu boor dan pakaian 
kerja); 

c. sclalu mencuci tangan menggunakan sabun dan/atsu sanit.12lCr sebclum dan 
sesudah menangani produk dan setelab ke luar dari toilet; dan 

d . tidak mclalrukao tindakan yang dapal mengkonrammas• produk (bersm, 
merokok, meludab dan Jain-lain) di dalam ba.ogunan uuuna RPH. 



BABV 
PE l OGAS PELAKSAl'IA 

Pasal35 
(I) Sctiap RPH harus d1 bawah pcogawasan Dokter Hewan Berwcnang di b1dang 

kesehatan masyarakat vea.eriner yang ditunju.k oleb Bupati. 
(2) Sctiap RPH harus mcmpckerjakan paling scdikil I (satu) orang Doka.er Hewan 

sebagai Pelaksaoa dao Pcnangguog Jawab Teknis pengawasan kcsehatao 
masyarakat veterioer di RPH. 

(3) Dokt.er He'\l,'lln Penangguog Jawab Tckois scbagaimana dimaksu d pada ayat (2) 
meleksanakan tugas d1 RPH scsuai dengan kewenangan yang dilimpa.hkan oleb 
Doktcr Hewan Berwcnang 

(4) Doktc:r Hcwan Penangguog Jawab Tekrus scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bertanggung jawab Lerhadap Dokter Hcwan Berwcoang di bidang kesehatao 
masya.rakat vetenner 

(5) Sctiap RPH sclaio mempekerjakan Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis 
dapat mempekc:rjakan paling sedildt l (satu) orang t.enaga pemeriksa dagiog 
(keunnaster) di bawah peogawasan Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis 
sc-bagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(6) Sctiap RPH wajib mempckcrjakan pali.ng sedikiL 1 (saru) orang Junl scmbelih 
halal. 

(7) Doktcr hewan sebagaimana. cfune.ksud pada ayat (21 harus memenuhi 
persyarat.an paling sedildt: 
a . mempunyai keahlian di bidang meat inspector yang diakui oleh organisasi 

profesi dokter hcwan dao cliverifikasi oleh Otoritas Vctenner; clan 
b . mempuoyai keahlian di bidaog reproduksi yang d1akui oleh orgarusasi 

profesi dokter hewan dan diverifikas1 oleh Otoritas Veteriner. 
(8) Tenaga pcmeriksa daging scbagaimana dimaksud pada ayat (5) barus memenuhi 

pcrsyaratan paling sedikit mcmpunyai scrtUikat scbagai juru UJI daging yang 
mengaeu pada pedoman yang ditctapkan oleh Otoritas Vetcrincr 

(9) Juru sembelih haJaJ seoogairnena dimeksud peda ayat (6) harus memcnuhi 
persyaratan paling sedlkit mcmpunyai scrtiflkat sebagai juru scmbelih halal 
yang dikeluarkan oleh lembaga bcrwcoang 

PasaJ 36 
(l) Pelatihao penyegaran kompeceosi bagi seluruh Sumber Daya Manusia 

scbagaimana dimaksud daJam PasaJ 35 dapal diseleoggarakan olch manajcmen 
RPH atau Gubemur atau Menteri Pcrtanian. 

(2) Penyelcngaraan pclatihan sebagatrnana dunaksud pada ayat (ll mengacu 
kcpada Pedoman yang ditctapkan oleh OU'Cktur Jendcral Petemakan 
bckcrjasama dcngan Badao Sumberde,ya Manusia, Kcmcntcrian Pcrtanian. 

BAB VI 
lZIN IIEl'fDIRIKAl'I RPB 

Pasal 37 
(l) Setiap orang a.tau badan usaha yang akan mendtrikan RPI-I harus mcmillki izin 

mcndirikan RPH. 
(2) 1zin mcndtrikan RPH sebagwmana dimaksud pada ayat (l) d ibcrikan oleh 

Bupati. 
(3) Bupatl scbagaimana dimaksud pada ayal (2) dalam membcrik.an izm mcndirikan 

RPH harus memperbatikan pcrsyaratan adminislratif dan tcknis RPH. 
(4) Izin meodirikan RPH sebagaimana d1maksud pada ayat (l) Lidak dapal 

dipindaht.angankan kepada sctiap orang atau badan usaha loin tanpa 
pcn.etujuao tertubs dari pembcri izin. 



BABW 
IZU1 USAJIA PEIIOTOIIGAll BE\Vil Dd/ ATAU PEIIAIIGA11Alt DAGDIG 

Pasal38 
( 11 Setiap orang atau badan use.ha yang melakukan use.ha pcmotongan hewan 

dan/ atau pcnanganan daging harus memililci izin use.ha dari Bupati ses uai 
dcngan lu:tenruan pcraturan penmdang-undangan. 

(2) Bupati dalarn memberikan izin usaha pernowngan hewan dan/ atau pcnanganan 
daging ha.rus memperhatikan pcrsyaratan tcknis tata cara pcmotongan dan 
pcnanganan daging hewan scsuai dengan ketentuan pcraruran pcrundangan. 

(3) lzin usaha pemocongan hewan dan/ atau penanganan daging tidak dapat 
dlpmdahrangankan kepada setiap orang atau badan usaha lain 

(4) Jzin usaha pemotoogan hewan dan/ atau penaoganan daging dapat dlcabul, 
apabila: 
a. k.egiaran pemotongan dan/ atau pcnanganan daging dilakukan di RPH yang 

tldak memiliki iz:in mendirikan RPH; 
b. melanggac pcrsyaratan telmis tata cara pcmotongan dan / a tau pcnanganan 

daging hewan sebagaimana diatur dalarn ketentuan pcraturan pcrundang-
undangan; 

c. tida.k melakukan kegial.on pcmotongan hewan dalom jangka wuktu 6 (enam) 
bulan ben:uruc-turut setclah 1Zin d.iberikan; dan 

d . tidak memiliki NKV, set.elah jangka waktu yang d.itentukan sebagaiman.a 
diatur dalam peraturan perundang-undangan.. 

Pas.al 39 
(1) Berdasarkan polo pcngclolaannya, usaha pcmotnngan hewnn dan/ atau 

penanganan daging dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis. 
a. Jenis I. RPH millk Pcmenntah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Dacrah 

sebaga.i jasa usaha 
b. Jenis It: RPH mllik swast.a yang dikdola sendiri atau dikerjasamakan dengan 

swasta lain; dan 
c. Jenis JU: RPH milik Pemerintah Daerab yang d.ikclol.a bersam.a ant.era 

Pcmerintah Daerah dengan swasta. 
(2) RPH dengan pola pcngelolaao Jenis U dan Jenis ID sebaga.iman.a dl1Jlllksud pada 

ayac (1) huruf b dan huruJ c , sclain mcnyelenggacakan kcgiat.an pemotongan 
hewao milik scndiri harus memberilcan jasa pclayanan pcmotongan dan/a1.au 
pcnanganan daging bagi masyarakat yang membutuhkan. 

PasaJ 40 
(l) Berdasarkan kelengkapan fasilitas proses pcl.ayuan (aging) lm.rkas, use.ha 

pcmotongan hewan dibedakao menjadi 2 (duo) kategori: 
a. Kategori I. usah.a pemotongan bcwan di RPH mnpa fasilit.as pelayua.n ka.rkas, 

untuk mcnghasilkan Im.rims segar hangal; dan 
b. Kat.egon JJ: usaha pcmotongan hewan di RPH dengan f.asilitas pclayuan 

karkas, untuk mcnghasilkao karkas scgar dingin (chilled) den/ a.tau segar 
beku (frozen}. 

(2) Bagi usaba pcmoLOngan katcgon II scbagaimana dimaksud pada ayat (11 huruf b 
harus dilcngkapi dengan fasilitas rantai diogin hingga. kc tingkar konsumcn. 

BAB VIII 
PERQAWASA.Jf KESEBATA.lf IIASY.A.RAKAT VETERmER 

Pasal 41 
(1) Dalam rangka menjamin karkas, daging, dan jeroa.n yang dih.asllkan oleh RPH 

mcmenuhi k:ritcria aman, sch.at. utuh, dan halal (ASUHl perlu dila.kukan 
pengawas.an kcschatan masyarakal vet.erincr di RPH oleh Doktcr Hewan 



Berwenang atau Dokter Hewan Pcnanggung Jawab Tekrus yang disuperv1si 
oleh Dokter Hewan Berweoang. 

(2) Kegiatan pengawasan kcsehatan masyarakst veLcnner seoogaimana dimaksud 
pada ayal ( 1) mcliputi· 
a . pencrapan keschat.an bcwan d1 RPH; 
b. pemeriksaan ante-mortem, 
c. pemenksaan kescmpumaan proses pemingsanan (stunning!, 
d. pemeriksaan post-mortem; dan 
e . pem.eriksaan pemcnuhan persyanuan higiene sanitasl pada proses 

produks1. 
(3) Dokter Hewan Bcrwenang sebagai.mana di.maksud pada ayat (I) memiliki hak 

dan akses untuk memasuki runng produks1, melak:uka.n pengawasan, 
pengamhilan sampel, penyidikan, pcmeriksaan dokumcn, mcmusnahkan 
foondemn) hcwan/bangkai, karkas, daging. dan jeroan yang tidak mcmenuhi 
syarat dan dianggap membahayakan kescb.alan konsumen. 

(4) Dokicr Hewan Penanggung Jawab Telmis sebageimana dimaksud pada ayat Ill 
memili.ki bak unluk memasuki ruang produks1, melakukan pengaW8.118Jl, 
pengambilan sampel. pemeriksaan doku:men, memusnahkan foondemn) 
hewan/bang,kai, karkas, dagmg, dan/atau jeroan yang tidak mcmenuhi syaraL 
dan dianggap membahayakan kcsehalan konsumcn 

(5) Pemcriksaan ante-mortem scbsgaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dilakukan di kandang penampungan semcntara atau peristirahatan hewan, 
kecuali apabila atas pertimbangan Doklcr Hcwan Berwenang dan/atau Dokter 
Hewan Pcnanggung Jawab Teknis, pcmeriksaan tersebut harus dila.kukan di 
dalam kandang isolas1, kendaraan pengangkut atau alal pengang,kut lain 

(6) Pcmenksaan post-mortem scbagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf d 
dilakukan scgera sctclah penyelesaian pcnycmbelihan, dan pemcnksaan 
dilakukan terhadap kepa.la, karkas dan/ atau Jet"OBn. 

(7) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan higienc sanit.asi pada proses produksi 
sebagairoaoa di.maksud pada ayat (2) huruf c dilakukan tcrhadap 
pemeUharaan sanitasi banguoan, Ung)rungan produksi, peralatan, proses 
produksi dan higiene personal 

(8) Karkas, daging, dan/9.Ulu Jeroan yang telah lulus pemcriksaan ante-mortem 
dan post-mortem haru.s distcmpcl olch Dokter Hcwan Pcnanggung Jawab RPH 
yang bens1 informas1 tentang •oi Bawah Pcngawasan Doktcr Hcwan· dan NKV. 

(9) Kcsirnpulan hasil pengawasan kesebatan masyarakat vetcriner yang 
menyalakan karkas, daging dan/atau jcroan tcrsebut aman, schac, dan utuh 
dinyatakan dalam Surat Ketcrangan Kcsehatan Daging yang ditandatangani 
oleh Dokler Hcwan Berwenang di RPH. 

(10) Surat Kct.crangan Keschatan Daging sebagaimana dimaksud pada ayac (91 
harus d1sertakan pada peredo.ran karkas, daging dan/atau jeroan. 

(11) Dokler Hewan Pcnanggung Jawa.b n:knis memiliki kewajibsn untuk membuat 
laporan hasil pengawasan kcsehatan masyarakal veteriner scbt>.gaimana 
dlrnaksud pa.de ayat (2) kepada Dokter Hewan Bcrwenang. 

( 12) Doktcr Hewan BcTwenang wajib mcmbuat lapomn harian has1J pengawnsan 
kesebatan masyarakat veterincr sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 
Kepala Dmas. 

Pasal 42 
Hcwan dan daging yang mengidap penyakit berbahaya wajib diserahkan oleh 
pcmiliknya kepada Pcmeriotah Dacrah untuk dimusnahk.an seluruhnya dcogan 
biaya pcmusooho.n ditanggung oleh Pemcrinlah Dacrah. 



BAB IX 
PEllOTONGAll BEWAIi DILUAR RPH 

Pasal 43 
Pemotongan hewan potong dapat dilakukan di luar RPH dalam hal untuk: 
a . upacara kcagamaan; 
b . upacara adat; atau 
c. pemotongan darurat. 

PasaJ 44 
Pemotoogan hc:wan potong untuk kcperluan upacara kesgaroaan sebaga.imana 
dimaksud dalaro Pasal 43 huruf a hanya dapat dilakukan apabila: 
a. bclum mcmillki RPH; ara.u 
b. kapasitas pcmotongan di RPH yang ada tidak mcmadai. 

Pasal45 
Pcmotongan hewan potong untuk kepcrluan upacara ad.at sebagaunana dimaksud 
deism PasaJ 43 huruf b hn.nya dapat dilakukan dalam rangkn upacara adat yang 
masih bcrlaku di Dacrah. 

Pasal 46 
Pcrootongan darural sebagaimana dimaksud da1am ?asal 43 huruf c dapat 
dilakukan pada hewan potong dalam kondisi: 
a. mcmbahayakao dan mengancam kesclamatan manusia; 
b. mengala.mi kecelakaan, atau 
c . korban bcncana alam yang bcrsifaL nonbiologis yang mcngancam Jtwanya. 

Pasal 47 
(1) Pdaksanaan pemotongan hcwan potong untuk kcperluan upacara keagamaan 

dan upacara adat scbagaunana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dan huruf b 
paling scdikil harus mcmcnuhi pcrayaratan carayang baik, meliputi: 
a. peroeriksaan ante-mortem; 
b. penjaminan kebcraihan aarana. prasarana, pcralat.an clan lingkungan, dan 
c. pcmeriksaan posr-mortern. 

(2) PclakBanaan pcmotoogan hewan potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat clilakukan scLclah pemilik a tau penangguog jawab hewan ttrlcbih dahulu 
melapor kepada Dinas Pcnanian. 

Pasa148 
(1) Pclaksanaan pemotongan darural sebagaimana dirnaksud clalaJn Pasal 43 huruf 

c paling sedikit harus mcmenuhi pcniyaratan pcmcriksaan kcschatan jeroan 
dan karkas setelah hewan potong dtpotong. 

(2) Pelaksanaan pemotongan darurat sebs\gairoana drmaksud pada ayat. (1) 
clilakukan sctclah pcmilik atau penanggung jawab hewan tcrlcbih dahulu 
melapor kcpada Dinas Pcrtanian. 

PasaJ 49 
K,eic,ncuan lcbih lanjut mcngenai persyaratan dan tat.a cara pcmotongan hewan 
untuk upacara adat den pcmotongan darurat sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 
43 diatur dengan Peraturan Bupati. 



BABX 
PEI'IGAWASAR PAD.A RPH 

PasalSO 
Pcngawasan dilakukan pada RPH 

Pasa151 
Pengawasan RPH sebn-gaimana dim.aksud da1am Pasal 50 dilalo•kao 1erbadap: 
a . pemerlksaao ante-mortem; 
b. penjaminan kebcrsihan sarana, pm.saran.a, peralatan, dan lingkungannya; 
c pcnjomioan kecukupan air bcrsih, 
d penjaminan kesehat.n.D dan kebcrsihan pen.one\; 
e. pcogurangan pcndcritaan hewan potong ketika d1potoog; 
f penjaminan pcnyembeliban yang halal bagi yang dipcrsyarai.kan dan bersih; 
g. pcmeriksa.ao post mortem; clan 
h. pcncegahan terc:cmarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya b1ologis, 

ldrniawi dan fisik. 

Pasal 52 
Pcngawasan RPH scbagaunana dimaksud da\arn Pasal SO dilakukan oleh Dokler 
Hcwan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kcsehatan 
Masyam.k.at Vetcriner. 

Pasal53 
Ketcntuan lebih lanjut rnengen.ai tata care pcngawasan RPH sebs\gaimana ctimaksud 
dalam Pasal 50 diatur dengan Peranrran Bupati. 

Pasal 54 
(11 Dalam mela.l<saoakao Pengawasan sebagaimana dimaksud da1am Pasal 50, 

pengawas bcrwenang untuk: 
a. mcmasuki setiap RPH; 
b. menunda atau meoghentikan proses pcmoton&Jlll bewun, 
c memeriksa produk hewan yang dicurigai membawe. a.tau mengandung 

bahaya biologis, kionaWl, dan/aiau fisik; dao 
d. memerlksa dokumen atau catatao cerkaic deogan proses pemotongao bcwan 

(21 Dalarn rnclaksanakan pcngawasan scbagaimana dlmaksud pada ayat (1), 
Pengawas Kcschatan Masyarakut Vctcriner ditunjuk oleh Bu-pati scsuai dcngan 
kcwenangannya. 

BABXI 
PEMBlllAAif 

Pasal 55 
(1) Pcmcrintah Dacrah rnelakukan pembiaaan kcpada scuap orang atau badan 

usaha yang mclakukan usaha pcmotongan hewan dan/aiau pcnangana.n 
daging. 

(21 Ketcntuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebaga.unans dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

BA.Bm 
SAl'fKSJ ADMINISTRATCF 

Pasal 56 
[I) Bupati atau Pejabatyang ditunjuk berwenang membcrikan sanksi adminiatratif 

tcrhadap orang atau badan yang dalam kedudukan tertcntu melakukao 
pe-langgaran u:rhadap ketentuan Pasal 3 ayat (!), Pasal 7 eyal 12), Pasal 15 ayat 
(11, Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 38 ayat (I) dalam Peraturan Dacrah mi 



(21 Sanksi admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat bcrupa : 
a peringatan secara tcrtutis; 
b. pcogenaan denda; 
c . pcoghennan sementa.ra dari kegiatan, produksi, dan/atau pcredaran; 
d pcncabutan nomor pcndaftaran dan penarikan Obal Hewan, Pakan, alat dan 

mesin, atau Prociuk Hcwan dari pcrcdaran;atau 
e . pencabutan 1ZJn. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ta.ta cara pcmbcrian sanksi administratif 
sebagallllana dima.ksud pada ayat (2) diatur dcngan ~turan Bupati. 

BABXDI 
PEJfYIDIILU 

Pasal57 
(1) Sela.in PeJabat Peoyidik Kcpolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pcgawai 

Negcri Sipil tcrtcntu yang lingkup rugas dan dari tanggung jawabnya mclipub 
petemakan dan kcsehatan hcwan dibcrl wcwcoang khusus acbagw pcnyidik 
sesUBJ dengan kct.entuan pcrau1ran perundang- undangan. 

(2) Pejabal Penyidik Pcpwru Ncgcti Sipil sebagaimaoa dima.ksud pada ayal (1) 
berwena.ng untuk· 
a. melakukan pcmcnksaan atas kcbenaran laporan at.au kctcrangan bcrkenaan 

dcngan t.indak p1dana di bidang pctemakan dan kcsebatan hcwan; 
b. melakukan pcmcriksaan tcrhadap sci.lap orang yang dlduga mclakukan 

tindak pidana di bidang pctcrnakan dan kesehatan hcwan; 
c. mcmiot.a l{cterangan dan bahan bukti dari sctiap orang sehubungan dcngan 

pcristiwa nndak pidana di bidang pct.ema.kan dan keschaum hcwan; 
d . melakukan pcmeriksaan atas pe:mbukuan, pcncatatan, clan dokumcn lain 

berkcnaan dcngan tindak pidana di bidang pctcmakan dan kescbatan 
bewan; 

c. melakukan pcmerilcsaan d1 tcmpat tertentu yang diduga lcrdapat baban 
bukti pcmbukuan, pencatatan dan dokumcn latn serta mclakukan pcnyilSJlll 
tcrbadap hasil pclanggaran yang dapal dijadikan bukti dalam pcrkara tinda.k 
pidana di bidang pctcmaknn dan kcschatan hcwan; dan/ atau 

f. mcminla bantuan ahli dalam rangka pcl,.lcsaoaao rugas pcoyidikan tiodak 
pidana di bidang pctemakan dan k.cschatan hewan. 

(3) Pejabal Penyidik Pcgawai Ncgcri Sipil sebagaimana dima.ksud pada ayal (1) 
mcmbctit.ahukan dimulainya pcnyidikan dan menycrahkan hes1I pcny1dika.nnya 
kcpeda pcnuntut umum scsuai !{jtab Undang•Undang Hukum Acara Pidana. 

BAB XIV 
KETE1'1'UAJII PIDAKA 

Pasal58 
( l J Sctiap orang yang mcnycmbclih; 

a . hewnn ruminansia kcal bctina produktlf sebagrumena dJJDWU1ud dalam Pasal 
15 ayat (1) dipidana dcngan pidana kurungan paling SJngkal l (satul bulao 
dan paling lama 6 (cnam) bulan dan/ atau dcnda paling scdi.kil Rp. 
1.000.000,· (satu juta rupiah) clan paling banya.k Rp. 5 .000.000,· (llma juts 
rupiah); dan 

b . hcwan rumi.oansia bcsar bctina produktif sebagaimana dima.ksud dalam 
Pasa1 15 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling smgkal l (satu) 
t.ahun dan paling lama 3 (tiga) tabun dan/atau dcnda paling scdikil Rp. 
100.000.000,- (seratusjuca rupiah) dan paling banya.k Rp. 300.000.000,- (nga 
ratus juca rupiah). 

(2) Tinda.k Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mcrupakan pclanggaran. 



Pasal59 
( 1 l Oalam ha! tindak p1dana dilakukan olch korporasi al.Bu pejabat } ang 

bcrwenang, pidana yang dljatuhkan adalah p1dana denda dcngan pemberatan .... 
clll.ambah 1 / 3 (seperttgal dari pidana dcncla St•baga.una.na d1maksud dalnm Pai.al 

58 
(21 Sclwn p1dana denda i;ebagaimana climaksud pada nvat (l l, korporai;i at.au 

peJabat yang bcrwcnang dapal dikena1 pidana tambahan berupa. pencabucan 
izm usaho, status ba.dan hukum atau starus kepegawaian darl pejabal yang 
berwenang. 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 60 
Pc:raturan Oacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangknn. 

Agar sctlap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan pr.ngundangnn Peraturan 
Daerah in! dcngan penempa.Lannya dalam Lembaran D.ierah Kabupaten Bento 

Ut.ara. 
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PENJELASAl'f 

ATAS 

PERATURAlf OAERAB KABUPATEl'f BARITO UT.ARA 
NOMOR Joi TABUl'f 2020 

TEllTABG 

RUIIAB PEMOTOlfGAN BEWAIi 

I. UIIUM 

Doging merupakao bahan pang1.U1 asal tcmak yang dibutunkan oleh manusia 
karena memlliki nilal gizi yang linggi dan mengandwig asam am.mo esensial yang 
diperlulmn untuk penumbuhan sci-sci baru, pcrgantiari sel-scl rusak serta 
dipcrlukan bag! roetnbolisme tubuh. Untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan 
bagi masyarakat, daging harus memenuru aspek kuanlitntif, aspek kualitatif 
(nila.i gtzi), aspelc kcsehatan fsyarat-syarat hjgiene) dan n.spck kebololan, sehmgga 
dipcrolch produk yang aman, sehat, utub dan halal IASUH). 

Mcngingnt beberapa pcnnasalahan tcrscbut dlaLas malca setisp 
kegiatnn yang bergcrak. dan berbubungan dengnn penanganan daging baik 
penyembcliban maupun pengambllan dagi:ng harus d.il.oksanakan dengan 
memenuhi pcrsyaratan kesehatan masyarak.at vetcriner Schtngga masyarakat 
koosumen daging akan dapat memperolch manfaat dan nilai gizi serta sckaligus 
dapat terhlndar dari pcnularan pcnularan pcnyakn zoonosis 

Untuk mewujudlmn persyaratan dan cats cara pemotongan hewan tersebut 
diperlukan pengatumn tentang Rum.ah Pemotongan He-wan untuk dijadikan 
pedoman dalam Penyelenggaraan Pcmotongnn hewan tcrmasuk pcmcnksaan 
sebelum dan sesudah di potong pads tempac Rumah Potong hcwan baik yang 
disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah maupun plhak. swasta. 

D . PASAL DEMI PA.SAL 
Pasal l 

Cukup jelas. 
Pasal2 

Cukup jelas 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
Pasal4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

Cukup jelas. 
Pasal 6 

Cukupjelas 
Pasal 7 

Cukup jclas. 
Pasal 8 

CukupJclas 
Pasal9 

Cukup Jelas. 
Pasal 10 

Cukup jelas. 
Pasal 1 t 

Cukupjelas 
Pasal 12 

Cukupjelas 



Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

PasaJ 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jclas. 

Pasal 17 
Cukup jclas. 

Pasa118 
Cukup jclas. 

Pasal 19 
Cukup Jew. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasa122 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup Jclas. 

Pasal24 
Cukup jelas. 

Pasal25 
Cukup jclas. 

Pasa126 
Cukup jelas. 

Pasal27 
Cukup JClas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup Jclas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Paaa.131 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukupjolas 

Pasal34 
Cukup jelas. 

Pasa135 
Cukupjelas 

Pasal36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
CukupJelas 

Pasa.138 
Cukup jclas. 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

Pasal 40 
CukupJelas. 

Pasal 41 
Cukupjclas 



Pasal42 
Cukupjelas 

Pasal43 
Cukupjelas 

Pasa.l 44 
Cukup jelas. 

Pasal45 
Cukup jclas. 

Pasal46 
Cukup jelas. 

Pasal47 
Cukupjelas 

Pasa148 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jclas. 

Pasa.150 
Culcupjelas 

Pasal 51 
Cukup jclas. 

Pasal 52 
Cukup jclas. 

Pasal53 
Cukupjclas 

Pasa154 
Cukup jclas. 

PasaJ 55 
Cuku p jcla.s. 

Pasal 56 
Cukup jclas. 

Pa.saJ 57 
Cukup jcla.s. 

Pasa158 
Cukupjclas 

Pasal 59 
Cukup jelas. 

Pasal60 
Cukup jclas. 
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